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Abstrak
 

Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia membentuk badan hukum yang memiliki

kewenangan khusus (sui generis) untuk mengelola investasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja. Badan hukum tersebut disebut dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI dikenal

juga sebagai lembaga investasi milik negara yang disebut dengan lembaga sovereign wealth fund. Dalam

pembentukan LPI menerima penyertaan modal negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan sebagai

modal LPI. Luasnya ruang lingkup keuangan negara yang diatur pada Undang-Undang Nomor.17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara memberikan problematika tersendiri dan berdampak pada status hukum

pernyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI. Selain itu juga, berdampak pada pengelolaan

keuangan LPI sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis). Penelitian ini

mengkhususkan kepada pembahasan mengenai status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan di

dalam LPI dan implikasi kewenangan khusus (sui generis) terhadap pengaturan pengelolaan keuangan

negara pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun

secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang

disetorkan pada LPI tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status

hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu juga, kewenangan khusus

(sui generis) pada LPI memiliki implikasi tersendiri terhadap pengelolaan keuangan negara pada umumnya

antara lain seperti penegasan status hukum keuangannya, mekanisme pengelolaan keuangannya, penetapan

kerugian negara, dan pemeriksaan pengelolaan keuangannya.

......As a means in improving the economy of Indonesia, the goverment has formed a legal entity equipped

with special authority (sui generis) to manage investment through Law Number 11 of 2020 concerning Job

Creation. This legal entity is called the Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI is known as a state-owned

investment entity that is called sovereign wealth fund institution. In the establishment, LPI has received state

capital participation through separated state capital as LPI capital. The extent of the scope of state finance

that regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance creates its own problem and impact to

the legal status of state capital participation which is deposited in LPI. Moreover, it also has an impact to the

finance management of LPI as legal entity that has special authority (sui generis). This research particularly

focuses on discussion about legal status of state capital participation that is deposited in LPI and the impact

of special authority (sui generis) towards management of state capital in general. The research’s method

used in this research is juridical-normative that arranged in descriptive-analytical. The result of this research

is legal status of state capital participation which deposited in LPI cannot be called as state finance due to

the transformation of legal status of state finance into private finance or legal entity. In addition, special

authority which LPI has makes its own implication for the management of state finance in general such as

affirmation of the legal status of its finance, its financial management system, determination of state losses,
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and audits of its financial management.


